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TOL JOGJA BAWEN SEKSI I SELESAI MARET TAHUN DEPAN, 

PELETAKAN BATU PERTAMA DI TIRTOADI BULAN DEPAN 

 

 

Sumber Gambar :  

harianjogja.com  
 

Isi berita: 

harianjogja.com – Peletakan batu pertama atau ground breaking Tol Jogja 

Bawen dijadwalkan digelar di Tirtoadi, Mlati, Sleman, Maret bulan depan. Sementara, 

pengerjaan konstruksi atau pembangunan Seksi I tol Jogja Bawen ini diharapkan rampung 

pada akhir 2023. 

 

PPK Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja Bawen Wijayanto 

mengatakan ground breaking dilaksanakan setelah land clearing pada akhir Februari 

mendatang. “Kemarin rencananya [ground breaking] digelar Februari, karena tidak 

memungkinkan ground breaking akan digelar pada Maret dimulai dari Tirtoadi, Mlati,” 

katanya di Balai Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sabtu (29/1/2022). 

 

Sembari menyiapkan kegiatan tersebut, panitia pengadaan tanah masih fokus 

menyelesaikan proses pembayaran uang ganti rugi kepada warga yang belum menerima. 

Ganti rugi yang belum rampung termasuk tanah-tanah yang memiliki karakter khusus 

https://krjogja.com/
https://krjogja.com/
https://jogjapolitan.harianjogja.com/
https://jogjapolitan.harianjogja.com/
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seperti tanah kas desa (TKD), tanah wakaf, dan tanah yayasan. “Tanah terdampak Tol 

Jogja Bawen Seksi 1 ini 60 persen sawah 40 persen pekarangan,” katanya. 

 

Pekan ini, kata Totok sapaan akrab Wijayanto, Satker akan berkoordinasi dengan Pemda 

DIY mengenai keberadaan sultan ground bersama pemilik lahan wakaf dan yayasan 

untuk membahas proses pembayaran uang ganti rugi. “Untuk lahan warga hampir 

semuanya sudah dibayar, hanya beberapa yang tercecer atau belum memenuhi syarat 

administrasi. Jumlahnya tidak banyak,” katanya. 

 

Satker akan membentuk tim kajian pengadaan tanah Tol Jogja Bawen yang akan menilai 

apakah tanah sisa tersebut layak untuk masuk dalam proses pengadaan lahan tol atau 

tidak. “Nanti tim yang akan menilai. Kalau sesuai ketentuan, sisa lahan di bawah 100 

meter persegi bisa dimasukkan (proses pembayaran). Tapi itu nanti menunggu penilaian 

dari tim saja,” katanya. 

Sumber Berita: 

1. harianjogja.com, Tol Jogja Bawen Seksi I Selesai Maret Tahun Depan, Peletakan Batu 

Pertama di Tirtoadi Bulan Depan, 30/01/2022.   

2. Tribunnews.com, Maret Tahun Ini Direncanakan Peletakan Batu Pertama Tol 

Yogyakarta-Bawen, 30/01/2022. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : 

a. Pasal 26 ayat (1); Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan 

penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

b. Pasal 26 ayat (2); Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk 

pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. 

c. Pasal 27 ayat (1); Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan 

pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan. 

d. Pasal 27 ayat (2); Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 

2) penilaian Ganti Kerugian; 

https://www.solopos.com/soloraya/klaten
http://jogja.tribunnews.com/2018/12/05/dprd-kulon-progo-minta-seleksi-perangkat-desa-pendoworejo-diaudit
http://jogja.tribunnews.com/2018/12/05/dprd-kulon-progo-minta-seleksi-perangkat-desa-pendoworejo-diaudit
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3) musyawarah penetapan Ganti Kerugian; 

4) pemberian Ganti Kerugian; dan 

5) pelepasan tanah Instansi. 

e. Pasal 27 ayat (3); Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan 

hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. 

f. Pasal 27 ayat (4); Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan 

lokasi. 

 

 


